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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Kewenangan bidang pertanahan di Batam menjadi kewenangan Otorita Batam melalui hak pengelolaan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di

Daerah Industri Pulau Batam. Beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana status

hukum kewenangan bidang pertanahan yang dimiliki oleh Otorita Batam sehubungan dengan

diundangkannya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana status

hukum terhadap peraturan bidang pertanahan yang telah diterbitkan oleh Otorita Batam apabila terjadi

peralihan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam. Penults meneliti masalah tersebut dengan

menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian memperlihatkan adanya

kewenangan bidang pertanahan yang tidak sinergis antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang

Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Dalam hal konsep kekhususan

pengembangan kawasan Batam tetap dipertahankan, maka keberadaan Otorita Batam perlu dilengkapi

dengan dasar hukum yang kuat, termasuk pengaturan mengenai kewenangan bidang pertanahan. Dalam hal

pemerintah memandang bahwa Batam perlu dikembangkan sesuai dengan semangat Otonomi daerah, maka

peran Pemerintah Kota Batam harus lebih dioptimalkan dengan memberikan segala kewenangan yang

selama ini dimiliki oleh Otorita Batam, termasuk kewenangan bidang pertanahan.
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